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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN

TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA OLAK-OLAK KUBU ATAS NAMA AYU

RAHAYU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran
Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kubu Raya Nomor : 276/HK.06.4-BA/6112/2023 (Model PE-4) tentang Hasil
Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, dan/ atau
Pakta Integritas, perlu melakukan pemberhentian tetap Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Olak-Olak Kubu atas nama Ayu Rahayu yang ditetapkan dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini
adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan



CATATAN :

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis
Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/ Janji, dan/atau Pakta
Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1.

Pemberian sanksi pemberhentian tetap kepada Saudari Ayu Rahayu sebagai Anggota
Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2024 karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Kode
Perilaku, Sumpah/ Janji, dan/atau Pakta Integritas sebagai penyelenggara Pemilihan
Umum.

Pencabutan kewenangan, hak dan kewajiban Saudari Ayu Rahayu sebagai Anggota
Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2024.

Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
pada tanggal 17 Juli 2023.

Lampiran 0 Halaman.



